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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan ekonomi merupakan faktor utama dalam 

pembangunan nasional bagi suatu negara demi mencapai masyarakat yang 

adil dan makmur. Dengan berkembangnya perekonomian membuat 

masyarakat dituntut untuk lebih konsumtif dan membutuhkan pendanaan 

yang besar untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu hal 

ini memicu lebih aktifnya suatu kegiatan perekonomian dibidang 

pembiayaan sebagai faktor pendukung pendanaan bagi masyarakat, baik 

untuk menjalankan kehidupan sehari-hari maupun sebagai modal untuk 

menjalankan suatu usaha. Untuk mendapatkan pendanaan yang besar dapat 

dilakukan dengan beberapa alternatif yaitu melalui lembaga keuangan 

perbankan atau lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan.  

Pendanaan melalui lembaga pembiayaan menjadi sangat populer 

dikalangan masyarakat luas, banyak sekali masyarakat lebih memilih 

lembaga keuangan non bank dibandingkan dengan lembaga keuangan 

perbankan yang menjadi mediator dalam mempengaruhi jumlah uang yang 

beredar di masyarakat. Lembaga keuangan perbankan dianggap memiliki 

proses pengajuan yang rumit dan beberapa kendala dalam pengurusannya 
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sehingga tidak sedikit masyarakat beralih kepada lembanga non-perbankan 

yang bergerak dalam sistem pembiayaan alternatif.  

Secara yuridis Lembaga Pembiayaan memiliki istilah sebagai kegiatan sewa 

guna yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan barang modal selama jangka waktu  tertentu berdasarkan 

pembayaran secara berkala.1 Kegiatan pembiayaan ini dituangkan dalam 

perjanjian kredit antara pihak perusahaan dengan pihak debitur.  

Pelaksanaann perjanjian kredit antara pihak perusahaan pembiayaan 

dengan pihak debitur seringkali mencantumkan kata-kata dijaminkan secara 

fidusia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian tersebut 

merupakan perjanjian jaminan fidusia yang dimana debitur membebani 

suatu benda bergerak kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan atas 

hutang. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yang menyatakan bahwa Jaminan 

fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang 

tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Dalam hal objek jaminan 

fidusia, benda yang dijaminkan tetap berada dalam kekuasaan debitur dan 

kekuasaan miliknya akan diserahkan kepada kreditur dengan cara 

costitutum possesorium, dengan kata lain walaupun hak milik atas 

kebendaan tersebut sudah pindah kepada kreditur, tetapi benda secara fisik 

 
1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 1169/KMK.01/1991 Tentang 

Sewa Guna Usaha (Leasing) Bab I Pasal 1 
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tetap dalam kekuasaan debitur,  sehingga dalam jaminan fidusia dilakukan 

penyerahan secara nyata.2 Objek jaminan fidusia harus didaftarkan di 

Kantor Pendaftaran Fidusia demi memperoleh kepastian dan perlindungan 

hukum bagi para pihak.  Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia telah diatur 

dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia 

harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sebagai bentuk dari 

penerapan asas publisitas dan asas kepastian hukum bagi para pihak.3  

Perusahaan pembiayaan dalam prakteknya menerapkan perjanjian 

baku, yang berarti perusahaan telah menentukan isi perjanjian, syarat, hak 

dan kewajiban, cara penyelesaian sengketa maupun bagaimana cara 

eksekusi objek yang dijaminkan jika debitur cedera janji (wanprestasi). 

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya sudah dibakukan 

syarat eksonerasinya dan dituangkan dalam bentuk formulir. 4 Menurut 

teori, suatu pembuatan perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak para 

pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut selagi tidak 

bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban 

umum. Namun berbeda halnya dengan ketentuan yang ada pada perjanjian 

baku, penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian ini hanya 

 
2 J Satrio. 1998. “Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan” 

Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 329. 
3 H.R Daeng Naja. 2005. “Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book”, 

Bandung: PT. Citra Aditya Abadih, hlm. 287. 
4 Mariam Dams Badrulzaman. 1980. “Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Perjanjian 

Baku (Standart)”, Bandung: Alumni, hlm. 32.  
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sebatas dengan persetujuan debitur untuk menandatangani perjanjian atau 

tidak.   

Perjanjian menimbulkan perikatan antara pihak kreditur dengan 

pihak debitur. Berdasarkan ketentuan tersebut memberikan kewenangan 

kepada pihak perusahaan pembiayaan untuk melakukan eksekusi terhadap 

benda yang dijaminkan oleh debitur, baik melalui titel eksekutorial, 

pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan maupun berdasarkan dari 

perjanjian yang telah dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur. 

Tetapi dalam penerapan titel eksekutorial oleh kreditur hanya dapat 

dilakukan jika kreditur melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia 

kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga kreditur memiliki kepastian 

hukum untuk melakukan eksekusi tersebut. 5 

Tentang hak eksekusi atas suatu benda oleh pihak kreditur diatur 

dalam pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan fidusia (UUJF) yang menyatakan bahwa:  

Pasal 15 ayat 2 

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”  

Pasal 15 ayat 3 

 
5 Salim Hs. 2002. “Pengantar Hukum Perdata Tertulis”, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.126 
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“ Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak 

untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas 

kekuasaannya sendiri”  

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 UUJF, sertifikat Jaminan Fidusia 

memliki kekuatan eksekutorial yang artinya proses eksekusi yang dilakukan 

oleh kreditur bersifat final selayaknya putusan pengadilan serta mengikat 

para pihak tanpa adanya proses pengadilan terlebih dahulu. Tentu hal ini 

menimbulkan kepastian hukum bagi kreditur bahwa dalam prakteknya jika 

debitur cedera janji (wanprestasi), kreditur dapat langsung melakukan 

eksekusi atas jaminan yang diberikan oleh debitur. Di sisi lain, hal ini justru 

menjadi kelemahan dalam UUJF sebagaimana ketentuan dalam pasal 15 

ayat 2 dan 3 UUJF dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi 

debitur dan seolah-olah memberi peluang bagi kreditur untuk bertindak 

sewenang-wenang dan melanggar perjanjian yang dibuat antara kreditur 

dengan debitur.  

Maka dari itu pada tahun 2019 adanya dua orang yang merasa hak 

konstitusinya dirugikan. Dengan berlandaskan kerugiaan tersebut, pada 

akhirnya mengajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap 

Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 dan juga pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan 

permohonan untuk pembatalan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 
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Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Pelaksanaan eksekusi 

objek jaminan fidusia haruslah melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. 

Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 menjadi pedoman pengaturan baru terhadap pelaksanaan 

eksekusi objek jaminan  fidusia. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dianggap telah menimbulkan 

ketidak pastian hukum dan berbagai multitafsir bagi kreditur dalam 

pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia serta dianggap memberikan 

kerugian bagi pihak kreditur. Kerugian yang dialami oleh pihak kreditur 

diantaranya ialah berkurangnya pendapatan hingga sulitnya pelaksanaan 

eksekusi objek jaminan fidusia yang disebabkan oleh debitur yang kerap 

kali mengelak dalam pemberian objek jaminan. Dalam prakteknya juga 

sering sekali adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dikarenakan 

proses pengadilan yang dianggap cukup memakan waktu lama.   

Maka dengan adanya kerugian tersebut, dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebutkan bahwa eksekusi objek 

jaminan fidusia melalui proses pengadilan merupakan sebuah alternatif. 

Tentu hal ini memperoleh kepastian hukum bagi kreditur, tetapi dalam 

putusan tersebut tidaklah mengabulkan permohonan yang pada intinya 

memohonkan agar Mahkamah Konstitusi merubah pendiriannya terhadap 

kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yakni yang terdapat dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.  
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Hal ini yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian 

mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam melakukan eksekusi 

objek jaminan fidusia. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah 

dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam 

penulisan skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR 

TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kepastian hukum bagi para pihak terhadap eksekusi objek 

jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-

XIX/2021? 

2. Bagaimana perlindungan hukum kreditur terhadap eksekusi objek 

jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-

XIX/2021? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan 

menganalisa lebih dalam atas rumusan permasalahan yang telah 

dikemukakan, yaitu:  

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kepastian hukum bagi para pihak 

terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021. 
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum kreditur 

terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini baik 

dalam segi teoristis maupun praktis :  

1. Secara Teoristis  

Memberikan manfaat pengetahuan ilmu hukum dan 

mengembangkan wawasan mengenai teori-teori hukum terkhusus dalam 

bidang hukum perdata bagi para akademisi maupun masyarakat luas 

mengenai kepastian hukum kreditur terhadap eksekusi objek jaminan 

fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021. 

2. Secara Praktis  

Diharapkan memberikan manfaat berupa informasi dan sumber ilmu 

tambahan bagi para pihak yang melakukan upaya hukum demi 

memperoleh kepastian hukum dalam proses eksekusi objek jaminan 

fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021. 

 

 

E. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini hanya sebatas dalam ruang lingkup Kepastian 

Hukum bagi para pihak terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dan 
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bagaimana perlindungan hukum kreditur dalam eksekusi objek jaminan 

fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021. 

 

F. Kerangka Teori  

Kerangka Teori merupakan aspek yang sangat penting dalam ranah 

penulisan penelitian untuk menjelaskan suatu bidang ilmu. Soerjono 

Soekanto berpendapat bahwa kerangka teori merupakan konsep-konsep 

yang berupa abstraksi dari hasil pemikiran atau sebagai landasan acuan yang 

pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberikan identifikasi terhadap 

penulisan penelitian yang dianggap relevan oleh peneliti. 6 Adapun dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori yang menjadi acuan 

dalam permasalahan yang telah di paparkan sebelumnya, diantaranya yaitu: 

1. Teori Perjanjian  

Istilah Perjanjian merupakan warisan kolonial Belanda yang 

berasal dari kata “overenkomst” atau “contract” sebagaimana dapat 

dicermati melalui judul buku III KUHPerdata tentang “Perikatan-

perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang sebelumnya 

dalam bahasa Belanda yakni “Van verbintenissen die uit contract of 

overeenkomst geboren worderl” 7 Pengertian Perjanjian diatur 

dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa: 

 
6 Soerjono Soekanto. 2006. “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta : UI Press. hlm.53. 
7 Muhammad Syaifuddin. 2005. “Hukum Kontrak”, Bandung : Mandar Maju, hlm. 15 
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“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satau orang 

atau lebih.” 

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa 

perjanjian menimbulkan perikatan bagi para pihak yang 

melaksanakan perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian merupakan 

suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang dimana 

satu pihak berhak atas suatu hal dari pihak lain, dan pihak lain 

mempunyai kewajiban untuk memberikan hak tersebut.8 Sedangkan 

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi dua pihak atau lebih 

yang berlandaskan dari kata sepakat. Sehingga apabila kesepakatan 

para pihak dilanggar atau prestasi salah satu pihak tidak terpenuhi, 

maka akan ada akibat hukum atau sanksi bagi pihak yang 

melanggarnya.9 

Dalam pembuatan suatu perjanjian, para pihak dapat 

membuat segala macam perjanjian berdasarkan dengan asas 

kebebasan berkontrak yang dimana asas ini sesuai dengan sifat buku 

III KUHPerdata yaitu aanvullend recht atau keterbukaan. Asas 

kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang 

memberi pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam 

 
8 Subketi Raharjo. 2007. “Hukum Perjanjian”, Jakarta  : Intermesa, hlm. 1 
9 Sudikno Mertokusumo. 1986. “Mengenal Hukum”, Yogyakarta : Liberti, hlm. 103 
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pembuatun suatu perjanjian. Tetapi dalam penerapan asas kebebasan 

berkontrak tidak semata mata dapat diartikan sangat bebas, asas 

kebebasan berkontrak juga memiliki batasan yang diatur dalam 

Pasal 1337 KUHPerdata bahwa diperbolehkan untuk bebas 

menentukan suatu isi perjanjian sepanjang tidak melanggar undang-

undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.  

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi 

syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur 

lebih terperinci dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang dimana isi dari 

pasal tersebut adalah:  

1. Adanya kata sepakat antar para pihak; 

2. Para pihak dianggap cakap untuk melakukan suatu 

perjanjian; 

3. Adanya objek yang diperjanjikan; 

4. Suatu sebab yang halal.  

Setelah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 

1320 KUHPerdata maka perjanjian antara para pihak merupakan 

suatu perjanjian yang sah dan mengikat serta berlaku seperti undang-

undang bagi para pihak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 

(1) KUHPerdata yang menerangkan bahwa setiap perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya (pacta sunt servanda).  
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2. Teori Kepastian Hukum  

Asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk 

perlindungan hukum bagi seseorang yang mencari keadilan terhadap 

tindakan sewenanang-wenang yang dialaminya, yang berarti 

seseorang tersebut akan memperoleh sesuatu keadilan dalam 

keadaan tertentu.10  

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang 

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang 

mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain 

sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. 

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum 

tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, 

melainkan semata-mata untuk kepastian11  

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 

manusia, untuk tercapainya kepentingan manusia, maka perlindungi 

hukum harus dilaksanakan. Asas kepastian hukum adalah asas 

dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 

perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam 

 
10 Sudikno Mertokusumo. 1993. “Bab-bab tentang penemuan hukum”,  Bandung: Citra 

Aditya Bakti, hlm.2 
11 Riduan Syahrani. 1999. “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”, Bandung: Citra Aditya, 

hlm. 23. 
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negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi 

tercapainya keteraturan atau ketertiban.  

3. Teori Perlindungan Hukum 

Hukum lahir untuk memberikan kepastian dan perlindungan 

dalam kehidupan masyarakat. Dalam hakekatnya manusia telah 

memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan sejak ia lahir, 

yang dimana hal ini tentu sangat berkaitan dengan teori 

perlindungan hukum. Teori Perlindungan hukum dikemukakan oleh 

beberapa ahli yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Philipus M Hardjon 

dan M Isnaeni. Fitzgerald dalam pendapatnya mengutip istilah dari 

salmond bahwa hukum mempunyai tujuan untuk memberikan 

integritas dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat 

dalam suatu lalu lintas kehidupan untuk memberikan perlindungan 

terhadap kepentingan tertentu yang dilakukan dengan cara 

membatasi beberapa kepentingan pihak lain. Dengan kata lain 

perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang mengurusi 

hak dan kepentingan manusia sehingga hukum dianggap memiliki 

otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang 

perlu dilindungi. 12 

Sajipto Rahardjo memiliki pandangan lain dari yang telah 

dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Sajipto Rahardjo 

Perlindungan Hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi 

 
12 Satjipto Raharjo. 2006. “Ilmu Hukum”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53. 
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Manusia (HAM) yang dianggap dirugikan oleh orang lain sehingga 

dapat diberikan perlindungan hukum agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum. 13 

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindngan hukum 

merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

rakyatnya. Menurut teori ini, perlindungan hukum dibagi menjadi 

dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum 

respensif. Perlindungan hukum preventif mempunyai tujuan untuk 

meencegah adanya sengketa dengan cara penerapan prinsip kehati-

hatian oleh pemerintah berdasarkan diskresi dan perlindungan 

hukum respensif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa yang ada di masyarakat serta sengketa yang ada di 

peradilan.14 

Selanjutnya menurut M. Isnaeni perlindungan hukum dapat 

di golongkan menjadi dua macam berdasarkan dengan sumbernya 

yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum 

eksternal.15 Perlindungan hukum internal pada hakekatnya 

merupakan perlindungan hukum yang dibuat sendiri oleh para pihak 

dalam pembuatan suatu perjanjian, yang dimana pada waktu 

pembuatan klausula-klaulsula kontrak, para pihak mencapai kata 

sepakat demi kepentingannya terpenuhi. Maka dengan adanya kata 

 
13 Ibid, hlm. 69.  
14 Ibid, hlm. 54 
15 Moch. Isnaeni. 2016. “Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan”, Surabaya: PT. Revka 

Petra Media,  hlm. 159 



15 
 

 
 

sepakat tersebut dalam suatu perjanjian, diharapkan dapat 

meminimalisir resiko terjadinya sengketa sehingga perjanjian 

tersebut akan menimbulkan perlindungan hukum bagi para pihak.  

Perlindungan hukum internal dapat diperoleh jika 

kedudukan para pihak relatif sama atau sederajat, dalam artian 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk 

menentukan suatu isi perjanjian demi memenuhi kepentingannya 

masing-masing. Sehingga perlindungan hukum ini diperoleh pada 

waktu para pihak menyusun isi perjanjian yang disepakati, sehingga 

perlindungan hukum dapat terwujud secara lugas atas inisiatif dari 

para pihak.16 

Pelindungan Hukum eksternal ialah perlindungan hukum 

yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi demi kepentingan pihak 

yang lemah, sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang 

mempunyai makna hukum tidak boleh bersifat memihak, dan harus 

diberikan perlindungan hukum yang sama kepada pihak lainnya.17 

Sebab dalam penerapannya, sangat dimungkinkan pada saat 

dibuatnya suatu perjanjian ada suatu pihak yang relatif lebih kuat 

dibandingkan dengan pihak mitranya, namun dalam seyogyanya 

pihak yang relatif kuat seringkali terjerumus menjadi pihak yang 

lema dan teraniyaya, yakni pada saat debitur terbukti melakukan 

 
16 Moch. Isnaeni. 2016.  “Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan”, Surabaya: PT. Revka 

Petra Media. hlm. 160 
17 Ibid, hlm.160  

 



16 
 

 
 

wanprestasi maka selayaknya kreditur juga perlu membutuhkan 

perlindungan hukum.  

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian 

hukum keperpustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dan norma hukum 

yang berlaku di masyarakat. 18 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berlandaskan 

pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan dan doktrin atau pengertian dari pakar hukum terkemuka.19 

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) 

Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) 

merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah 

undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

akan dibahas yaitu kepastian hukum kreditur terhadap eksekusi 

 
18 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2009. “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat”, Jakarta: Rajawali Press. hlm.13-14 
19 Bachtiar. 2018. “Metode Penelitian Hukum”, Tangerang: Unpam Press, hlm.57 
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objek jaminan fidusia dikaitkan dengan asas kebebasan 

berkontrak.20 

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) 

Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang berasal dari 

pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang dimana 

dengan pendekatan konsep ini, peneliti akan membangun pemikiran 

analitis untuk menyelesaikan isu hukum yang akan dibahas.21 

3. Sumber Bahan Hukum  

Sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini 

adalah sumber hukum sekunder, yang terdiri dari:  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mempunyai sifat mengikat dan autoratif yang mempunyai suatu 

otoritas yaitu salah satu contohnya adalah Undang-Undang.22 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan 

penelitian ini ialah:  

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tantang Jaminan 

Fidusia; 

 
20 Abdul kadir Muhammad. 2004.“Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung: Citra 

Aditya Bakti, hlm. 134. 
21 Johnny Ibrahim. 2005. “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”. Malang: Bayu 

Media Publishing, hlm. 306. 
22 Peter Mahmud Marzuki. 2005. “Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media Group. 

hlm.141.  
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4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-

XIX/2021. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

digunakan untuk memberikan penjelasan pendukung untuk 

memperjelas apa yang dimaksud dalam bahan hukum primer, 

diantaranya ialah jurnal, buku-buku, literatur oleh ahli hukum 

dan artikel yang berkaitan dengan isu kepastian hukum kreditur 

dalam eksekusi objek jaminan fidusia. 23 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan adalah studi kepustakaan (Library Research). Yang 

dimaksud dengan studi kepustakaan ialah kajian yang diperoleh dari 

berbagai informasi tertulis yang secara luas telah dipublikasikan untuk 

menelaah dalam jenis penelitian hukum normatif.24 

 

 
23 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris”, Depok: Prenadademia Group, hlm. 173 
24 Abdulkadir Muhammad. 2004. “Hukum dan Penelitian Hukum”,  Bandung: Citra 

Aditya Bakti., hlm.81 
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5. Analisis Bahan Hukum  

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif, yang 

dimana analisis ini akan diuraikan secara jelas dan sistematis dengan 

menggunakan kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih untuk 

memberi kemudahan dalam pemahaman sebuah kesimpulan yang akan 

memberikan jawaban atas suatu permasalahan dalam penulisan 

penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan kualitatif 

menggunakan tata cara penelitian yang sasaran penelitiannya dijelaskan 

oleh peneliti secara tertulis atau lisan serta prilaku nyata. 25 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik penarikan 

kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu proses atau cara menarik 

kesimpulan yang berbahan dasar umum menjadi lebih spesifik atau 

khusus. 26 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik deduktif 

dapat mendeskripsikan atau menstruktur serta melakukan sacara 

sistematis data yang telah diperoleh menjadi sebuah dasar dalam 

melakukan penarikan kesimpulan atas jawaban atau analisis dari 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 
25 Soerjono Soekanto. 2006. “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: Universitas 

Indonesia, hlm.51.  
26 H. Salim HS. 2012. “Perkembangan Hukum Jamunan di Indonesia”. Jakarta: Rajawali 

Press, hlm.11 
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H. Sistematika Penlisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian serta sistematika penulisan mengenai kepastian hukum 

kreditur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dikaitkan dengan asas 

kebebasan berkontrak.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat penjelasan teori yang digunakan dalam penelitian 

mengenai penjelasan jaminan fidusia, teori perjanjian, teori kepastian 

hukum, teori perlindungan hukum dan penjelasan konsep titel eksekutorial. 

 

BAB III PEMBAHASAN  

Memuat tentang penjelasan secara lebih terperinci mengenai 

kepastian hukum kreditur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang 

dikaitkan dengan asas kebebasan brekontrak pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.  

 

BAB IV PENUTUP  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dikalukan oleh peneliti serta saran yang diberikan oleh peneliti untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi. 
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